KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KABUPATEN ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 jo.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang
sebagai Badan Publik wajib menyediakan dan
memberikan pelayanan informasi publik yang cepat,
tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang
sederhana melalui sistem pelayanan informasi yang

terstandar;

. bahwa untuk memberikan kepastian hukum,

standarisasi, dan  kelancaran dalam  proses
pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian
informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) di lingkungan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang, diperlukan suatu

pedoman operasional yang jelas;

. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tamiang tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6547);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5149);

7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan
Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1404);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 21 tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan
umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun
2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota ( Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG.

Menetapkan Tata Cara Pelayanan Daftar Informasi Publik
di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten
Aceh Tamiang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

Menetapkan Alur Pelayanan Daftar Informasi Publik di

Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten



Aceh Tamiang sebagaimana sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karang Baru
Pada tanggal 24 November 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

. ; : KAMARDI ARIF
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan




LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

TATA CARA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO

KOMPONEN

URAIAN

Persyaratan Pelayanan

1. Identitas:

. Mengisi formulir permohonan informasi

Perorangan: KTP/SIM /Passport
Badan Publik: akta notaris dan dokumen
pengesahan Badan Publik

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

. Pemohon informasi mengajukan permohonan

. Alamat pelayanan informasi pada kantor KIP

Tamiang;
. Layanan informasi publik dengan

Tamiang: https://kab-acehtamiang.kpu.go.id/;
. Desk pelayanan memilah permintaan informasi

informasi dengan cara datang langsung, surat,
telepon dan surat elektronik (email);

Kabupaten Aceh Tamiang Kampung Bundar,

Komplek  Perkantoran  Kabupaten  Aceh

menggunakan pelayanan berbasis online dapat
diakses melalui website KIP Kabupaten Aceh

dengan ketentuan:

a. Pemohon yang datang secara langsung
permohonan formulir mengisi informasi;

b. Untuk pemohon informasi melalui surat,
email, dan telepon, formulir pengislan
dapat diisikan oleh desk pelayanan;

c. Desk pelayanan memberitahukan nomor
formulir permohonan informasi;

d. Desk pelayanan dapat secara langsung
memberikan informasi yang diminta oleh
pemohon informasi, jika informasi yang
dimaksud sudah tersedia dan bukan
merupakan informasi yang termasuk dalam
kategori dikecualikan atau berpotensi
dikecualikan;

e. Desk pelayanan menginformasikan kepada
pemohon informasi apabila informasi yang
dimaksud tidak berada di bawah



https://kab-acehtamiang.kpu.go.id/

penguasaan KIP Kabupaten Aceh Tamiang
dan apabila mengetahui dapat memberitahu
Badan Publik yang menguasai informasi
tersebut;

Desk pelayanan menginformasikan kepada
pemohon informasi apabila informasi yang
dimaksud dikategorikan sebagai informasi
yang dikecualikan dengan memberikan
surat Keputusan KIP Kabupaten Aceh
Tamiang mengenai informasi yang
dikecualikan;

. Apabila keterangan lebih lanjut mengenai

informasi yang dimohon pemohon informasi
belum dapat diberikan secara langsung,
desk pelayanan menginformasikan jangka
waktu permohonan informasi sesuai dengan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi
Publik (UU KIP). Desk pelayanan
berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan

Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) serta kemudian
pemberitahuan tertulis memberikan

mengenai informasi dimaksud dengan
jangka waktu yang telah ditetapkan UU KIP;

. Apabila informasi tidak dapat diberikan,

desk pelayanan menginformasikan kepada
pemohon informasi mengenai haknya untuk
mengajukan surat keberatan kepada atasan
PPID;

Setiap pemberian informasi harus disertai
dengan tanda terima;

Desk pelayanan mengisi buku register
pelayanan informasi.

Jangka Waktu

10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7
(tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara
tertulis disertai dengan alasan.

Biaya

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini,
kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan
pengumuman informasi yang akan dibebankan
kepada pemohon informasi.

Produk Pelayanan

Produk pelayanan berupa informasi dalam bentuk
hardcopy dan softcopy.

Sarana, prasarana
dan/atau fasilitas

gk

Ruang pelayanan informasi
Komputer
Meja dan Kursi
Rak informasi
Telepon




6. Printer

Pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja
Waktu Pelayanan dengan rincian:

Informasi Senin-Kamis: 09.00 - 15.00

Jumat : 09.00 - 15.30

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

; ; ; KAMARDI ARIF
Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan




KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN
ACEH TAMIANG

SUB KOORDINATOR SOSIALISASI,
PENDIDIKAN PEMILIH,
PARTISIPASI, HUBUNGAN
MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA
MANUSIA

Nomor SOP 6 Tahun 2026

Tgl Pembuatan | 1 Juli 2026

Tgl Pengesahan | 1 Juli 2026

Disahkan Oleh Ketua KIP Kabupaten Aceh
Tamiang

Nama SOP Standar Operasional Prosedur
Layanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

Jumlah Pelaksana

1.

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Tahun 2021 tentang Standar Layanan
Informasi Publik;

. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2023

tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2023

tentang  Perubahan Kedua  atau
Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Kerja  Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024

tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Komisi Pemilihan

e Memiliki

mengklasifikasi dan kategorisasi

informasi

e Mampu berkoordinasi
biro/bagian/sub
berdasarkan tupoksi

e Mampu

mengadministrasikan
dokumen dengan baik

kemampuan | Minimal 2 orang

dengan
bagian lain

dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten /Kota.
Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
SOP Pelayanan Informasi Publik Komputer, Printer, Smartphone
Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Prosedur ini wajib dilaksanakan sesuai alur
kegiatan

1. Pencatatan dalam matriks kegiatan dan penugasan
2. Laporan (Tahunan)




No

Uralan Prosedur

Pemohon informasi

datang dengan
mengisi formulir
permohonan
informasi atau melalui
surat, email, telpon

Staf pelaksana
menginformasikan
kepada pemohon
terkait informasi
yang diminta

 Staf pelaksana

menginformasikan
informasi yang

 dikecualikan

Jika informasi yang
dimohon tidak dapat
diberikan langsung,
desk pelayanan
berkoordinasi
dengan Kasubag
(Pejabat PPID) & tim
penghubung
Pemohon menerima
tanda
terima/pemberitahuan
tertulis apabila
informasi bisa
diterima atau tidak
Desk informasi
mengupdate register
pelayanan informasi
apabila telah selesai
Supervisi kegiatan
oleh Kasubag
Pelaporan dari
Ka.Subbag kepada
Ka.Bag

Pemoho

-10 -

ALUR PELAYANAN

Pelaksana
Ka. Sub
Ka. Bag Bag

-

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan
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Mutu Baku
Pelaksana Persyaratan Waktu
Kartu Identitas,
Akte Notaris,
dokumen 10 menit
pengesahan
badan publik
.
Data tersedia
hardcopy/softco 15 menit
| Py
1
i
5 menit
|
|
s kera
O'nas;gf sisi/ lgat;'a:apal
! ;\rah:r?& diperpanjang 7
hari kerja
Klarifikasi data
yang dapat
’ diberikan
i Update register
pelayanan
informasi
LI Data update
» pelayanan
Data update 1 bulan

Output

Data pemohon
terisi, Pemohon
memenuhi
syarat

Tanda Terima

Pemohon
terinfokan

Pemberitahuan
Tertulls

Tanda Terima
data/pemeberit
ahuan tertulis

Data layanan
harian

Laporan
Bulanan

Ket

Untuk
Pemohon
melalui
surat,
email, telp
dan fax,
fomulir
disikan
staf
Data bukan
termasuk
informasi
dalam
kategon
dikecuali-
kan

Diberikan
desk
informasi
(offline),
surat/email
(online)

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TAMIANG,

ttd

KAMARDI ARIF



